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Gambar 1. Wawancara dengan Pemilik Usaha (Franchisee)
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PT KAF CITARASA PRIMA

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Sebagai pihak pertama,

Nama Perusahaan : PT KAF CITARASA PRIMA

No NPWP $90.163.799.1-501.000

Alamat : Jalan Raya Dukuhsembung RT 01 RW 01
Kec.Pangkah Kab.Tegal

Sebagai pihak kedua,

Nama : AHMAD RISQON

No KTP : 3328132609890012

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Alamat 1 JLLNUSA INDAH NO.53 RT.05 RW.03 KEJAMBON KOTA TEGAL
No WA/HP : 0856 0066 5902

Alamat Outlet : DARI LAMPU MERAH LANGON KE SELATAN

Yang mana kedua belah pihak tersebut mengadakan kerjasama usaha dan menetapkan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu sebagai berikut:

PASAL 1
Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk memperlancar kegiatan usaha KAF FRIED CHICKEN dalam
bentuk kerjasama antara kedua belah pihak.

PASAL 2
e Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama dalam perjanjian ini sebagai pemilik merk KAF FRIED CHICKEN
2. Pihak Kedua dalam perjanjian ini sebagai mitra yang melakukan kerjasama dengan PT KAF
CITARASA PRIMA .

PASAL 3
Ruang Lingkup

1. Pihak Kedua menyerahkan dana usaha sesuai kesepakatan dan Pihak Kedua akan menerima
fasilitas dalam bentuk peralatan penunjang usaha dari Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua Menyediakan tempat sebagai tempat untuk usaha KAF FRIED CHICKEN

Office : Jalan Raya Dukuhsembung RT 01 RW 01
Kec.Pangkah Kab.Tegal
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PASAL 4
Pengelolaan Usaha

1. Pihak Pertama adalah sebagai pemilik yang sah dari merk KAF FRIED CHICKEN, dan memberikan
kepercayaan pengelolaan Kemitraan PT KAF CITARASA PRIMA kepada para Mitra

2. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan usaha kemitraanya

3. Dan Wajib menjalankan S.0.P yang sudah ditentukan oleh Pihak Pertama

PASAL5
Jangka Waktu Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama mitra menjalankan proses pembelian bahan baku dengan
Pihak Pertama, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melakukan transaksi dan tanpa adanya
pemberitahuan maka Pihak Pertama dapat melakukan pemutusan hubungan kemitraan secara
sepihak.

2. Apabila sudah diputuskan kemitraannya Pihak Kedua tidak berhak lagi menggunakan Merk dan
seluruh atribut KAF FRIED CHICKEN dan Pihak Pertama akan menarik seluruh atribut yang di
gunakan.

PASAL 6
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama selaku Ahli, wajib membantu teknis pengelolaan paling minim melalui telepon dan
akan mengawasi secara berkala.

2. Wajib membantu training dan informasi terbaru kepada Pihak Kedua.

. Tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin Pihak Kedua.

4. Pihak Pertama berhak melakukan sidak dan audit SOP terhadap-usaha Pihak Kedua.

w

PASAL7
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Mengelola dan bertanggung jawab atas usaha yang telah diterima dari Pihak Pertama.

2. Melaksanakan SOP pengelolaan usaha dan bertanggung jawab atas SOP produksi.

3. Dalam pengelolaan usaha KAF FRIED CHICKEN, bahan baku wajib menggunakan produk PT KAF
CITARASA PRIMA.

4. Pihak Kedua tidak diperkenankan melakukan tindakan di luar S.0.P produksi, seperti penambahan
bahan, pengurangan bahan, dan penambahan menu di luar sepengetahuan Pihak Pertama.

5. Pihak Kedua tidak diperkenankan merubah kemitraan gerobak menjadi bentuk kemitraan diatasnya
seperti mini resto dan resto dengan makan ditempat atau sejenisnya dan harus mengajukan
pembaharuan kontrak dengan klauasal kontrak baru kepada Pihak Pertama.

Office : Jalan Raya Dukuhsembung RT 01 RW 01
Kec.Pangkah Kab.Tegal
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6. Pihak Kedua dilarang untuk menyalahgunakan Atribut /Merk KAF FRIED CHICKEN tanpa seizin Pihak
Pertama.

7. Bila terjadi pemindah tanganan kemitraan harus sepengetahuan dari Pihak Pertama.

PASAL 8
Somasi Perjanjian
1. Kedua belah pihak berhak membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak tidak menjalankan
kesepakatan kerjasama kemitraan. Dan Pihak Pertama akan mengambil kembali atribut yang
mengatasnamakan KAF FRIED CHICKEN.
2. Di awali dengan Pemberitahuan tertulis atau Surat Peringatan dan bila masih belum ada perbaikan
maka Pihak Pertama berhak memutuskan kerjasama kemitraan.

PASAL9
Overmacth Perjanjian

1. Yang termasuk dalam Overmacth adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak
dari kedua belah pihak diantaranya termasuk tidak terbatas bencana alam, banjir, badai, topan,
gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, demonstrasi, pemogokan.

2. Apabila perjanjian kerjasama ini dibatalkan sebagaimana akibat tersebut dalam ayat diatas, maka
para pihak sepakat untuk saling melepaskan pihak lainnya dari segala tuntutan dan/atau ganti
kerugian.

PASAL 10
Wanprestasi Perjanjian

1. Dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu pasal
perjanjian” ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang
melanggar tersebut telah melakukan tindakan Wanprestasi.

PASAL 11
Perselisihan

1. Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat perselisihnan antara kedua belah
pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan
tersebut dengan cara musyawarah.

2. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil
mencapai suatu kemufakatan maka kedua belah pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul
dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

Office : Jalan Raya Dukuhsembung RT 01 RW 01
Kec.Pangkah Kab.Tegal
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PASAL 12
Pembatalan/Pemutusan Perjanjian

1. Pihak kedua menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya dalam kegiatan usaha tersebut kepada
pihak lain tanpa persetujuan Pihak Pertama.

PASAL 13
Kerahasiaan

1. Baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan informasi dari pihak luar,
tentang semua aturan perjanjian kerjasama yang disepakati bersama.

PASAL 14
Tidak Bersaing

1. Pihak Kedua tidak diperbolehkan membuat bisnis usaha serupa seperti yang dijalankan oleh Pihak
Pertama.

PASAL 15
Dasar Hukum

1. Surat perjanjian ini tunduk dan patuh atas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 16
Perubahan Kerjasama

1. Selama masa perjanjian, Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat merubah ataupun
membatalkan dan memutuskan secara sepihak, kecuali ada kesepakatan bersama yang diatur
dalam addendum perjanjian.

PASAL17 *
Lain-Lain

1. Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam perjanjian selanjutnya, maka yang
dipakai adalah surat perjanjian yang sah yaitu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan akan ditetapkan
tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditet':-)pkan dalam suatu addendum yang
berlaku mengikat bagi kedua belah pihak.

Office : Jalan Raya Dukuhsembung RT 01 RW 01
Kec.Pangkah Kab.Tegal
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PASAL 18
Penutup

1. Surat perjanjian ini mengikat secara hokum kepada kedua belah pihak.
2. Surat perjanjian ini dibuat 2 rangkap, yang keduanya ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta
dibubuhi materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

PASAL 19
Kesepakatan Perjanjian

1. Surat perjanjian kerjasama kemitraan ini telah dibaca, dimengerti, dan disetujui oleh kedua pihak
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat perjanjian kerjasama kemitraan ini dibuat dan diselesaikan hari ini pada
, dan segera ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,
PT KAF CITARASA PRIMA

8w %

TEMPEL

Uirenstur Utama
AHMAD RISQON

Office : Jalan Raya Dukuhsembung RT 01 RW 01
Kec.Pangkah Kab.Tegal
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